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Pasal 7 .
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan
kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan

masing-masing dan/atau dari sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan di atur
dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini di buat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap di antaranya
bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang
sama masing - masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap. sedangkan 2 (dua) rangkap
lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.
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‘ i g ‘ clanjutnya secara bersama-sama disebit PARA
‘Program . “t‘;gf,‘“."‘?“ o ‘henandatangani Nota Kesepakatan  tentang Penyclenggaraan
. PIOBTam Jaminan € SlalKefenagakerjaan‘ bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara

Pasal |
DASAR HUKUM .
1 Uf!dang-Unglang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat 11 di Sulawesi:

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;

3. gnc!a;lg-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

osial;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar
Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian;

w 7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Jaminan Sosial Ketanagakerjaan;
9. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah;
12, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 560/8594/BKAD tentang
Penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk
aya yang ada untuk saling membantu dan saling
penyelenggaran  Program  Jaminan  Sosial
:ponto.
dalah untuk memberikan perlindungan bagi
Sipil Negara Kabupaten Jeneponto melalui
sosial ketenagakerjaan,
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 SenaSakeriann bayi peguun, p 4" Manfuat Prosmn Jaminan  Sosial
Aemeponig, " "' Pegavai Pemerintah Non Aparger Sipil Negara Kabupaten

_ Pasal 4
) ; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1) .‘IHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
. koordmas: dengan  PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan
Mmmmu lS Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dan Program

osial  Ketenagakerjaan vyan diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan - O ik

b. Mellakukan sosialisasi dan edukasi manfaat dan pelayanan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan kepesertaan Pegawai Pemerintah
Non Aparatur Sipil Negara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

-

{2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Memfasilitasi Kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara
dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
i b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kepesertaan

Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dalam Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(3) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan
bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal §
PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu
R Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk

ang oleh PARA PIHAK:
lam melaksanakan Nota Kesepakatan ini mengacu pada tugas
pasing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Pasal 6
WAKTU

angk: waktu | (satu) tahun terhitung sejak
dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

untuk mengakhiri Nota Kesepakatan

pada ayat (1), maka pihak tersebut
‘ h{nnya, selambat-lambatnya 3
m; :
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